
LEMBARAN DAERAH KOTA CIREBON  

NOMOR 10                     TAHUN  2010                              SERI A  
 

 
PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON 

 
NOMOR  10  TAHUN   2010 

 

TENTANG 
 

DANA  CADANGAN PEMILIHAN UMUM WALIKOTA DAN  

WAKIL WALIKOTA CIREBON TAHUN 2013 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
WALIKOTA CIREBON, 

 
Menimbang : a. bahwa dalam Pasal 24 ayat (5) Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah dan 

Wakil Kepala Daerah dipilih dalam satu 

pasangan secara langsung oleh rakyat di 

daerah yang bersangkutan, dan berdasar 

Pasal 112 biaya kegiatan pemilihan Kepala 

Daerah dan Wakil Kepala Daerah 

dibebankan pada APBD; 
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b. bahwa Pemilihan Umum Walikota dan Wakil 

Walikota Cirebon Tahun 2013 yang 

dilaksanakan secara langsung memerlukan 

biaya sangat besar yang tidak dapat 

dibebankan dalam satu tahun anggaran, 

sehingga Pemerintah Kota Cirebon perlu 

membentuk dana cadangan; 

 c. bahwa berdasarkan pertimbangan 
sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, 
perlu mengatur Dana Cadangan Pemilihan 
Umum Walikota dan Wakil Walikota Cirebon 
Tahun 2013 yang ditetapkan dengan 
Peraturan Daerah Kota Cirebon;  

  

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 

tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota 

Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa 

Timur / Jawa Tengah / Jawa Barat dan dalam 

Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 

13 Tahun 1954 tentang Pengubahan 

Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 

1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang 

Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-

Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, 

Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 551); 
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2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1981 

tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1981 

Nomor 76,  Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3209); 

  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 
tentang Penyelenggaraan Negara yang 
Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan 
Nepotisme (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 73,  Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3851); 

 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 

tentang Keuangan Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47,  Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4286); 
 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 

tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4355); 
 

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

Undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 53,  Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4389); 
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7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 

tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan 

Tanggung Jawab Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 
 

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004  

Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4437) 

sebagaimana telah beberapakali diubah 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 

Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4844); 

 

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 

tentang Perimbangan Keuangan antara 

Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4438 ); 

 

 

 

 

http://www.bphn.go.id/
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10. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 

tentang Penyelenggara Pemilihan Umum 

(Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4721); 
 

11. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 

tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, 

Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 

Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, 

Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5043); 
 

  12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 
tentang Pemilihan, Pengesahan, 
Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala 
Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4480), 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 
Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4865); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 
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14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 

tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4593); 
 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 

tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara 

Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan 

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4737); 
 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 

tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 

89, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4741); 
 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 

tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 

22, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5104); 
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18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 

Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan dan 

Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Kepala 

Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 21 Tahun 2005 tentang perubahan 

atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 

Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan dan 

Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Kepala 

Daerah dan Wakil Kepala Daerah; 
 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah; 

 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 

Tahun 2007 tentang Pedoman dan Tata Cara 

Pengawasan atas Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah; 

 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 

Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 

tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan 

Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; 
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 22. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang 

Tata Cara Pembuatan Peraturan Daerah   
(Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2007 
Nomor 5, Seri  E); 

 
 23. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2008 

tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan 
Daerah   (Lembaran Daerah Kota Cirebon 
Tahun 2008 Nomor 17, Tambahan Lembaran 
Daerah Kota Cirebon Nomor 24 Seri  A); 

 
Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIREBON 

dan 

WALIKOTA CIREBON 
 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan  :  PERATURAN DAERAH  TENTANG DANA 
CADANGAN PEMILIHAN UMUM   WALIKOTA   
DAN   WAKIL  WALIKOTA   CIREBON TAHUN 
2013. 

 
 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

 
Pasal 1 

 
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

1. Kota adalah Kota Cirebon. 

2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Cirebon. 
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